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NOMOR : 05

KABUFATEN CIANJI.IR

DAERA}I

TAHUN : 20Az

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 04 TAIIUN 2OO2

PENDET,EGASIAI.I SEBAGI AN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEIABAT
PEMERINTAII DAERAII DI tsIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Stengmgat

BUPATI CIANruR

: a. bahra pendelegaeian sebagian tug:as dan w,ewenang Bupati kepada para
peiabat Pemerinrah Daerah di bidang kepegawaian, telah ditetapkan
bcrdasarkan *.cputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2001 dan
diundangkan dalam Lembaran l)aerah Nomor 7l Tahun 2001 tanggal6
Okfcrber 2001 $eri Dl;

b. b,ahrt'a berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan ketentuan
peraturan di bidang kepegawaian, pendelegasian sebagian tugas dan
ll.'ervcilang Bnpati sebagaimana dimalcsud dalam hunrp a perlu ditinjau
kembali dan disernpurnakan;

c. bahwa a'r.as druar" hal teruebut dalarn huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang pendelegasian sebagian
*'ewenang Dupati tepada para pejabat Pemerintah Daerah di bidang
administrasi kepegawaian.

: L Llndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupatcn illtain Lingkrngan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
'i'ahun 1950 Nomor 43);

2. tlnclang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negaru Nomor Sefl) sebagaimana telah diubah dengan- ilndang-undang Nomor 43 Tahrm 1999 (Lembaran Negara Tahtm
i999 iiomor lt#, T'ambahan l,embaran ].iegara Nomor 3890);

3. l'iniJani4'urrclang, l'iomor 2 Tahun 1989 tcntang. Sistcrn Pendidikan
Nasinnal il.ernbaran Negara Tahun 1989 Nornor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nornor 3390);

4. Lipdallg-undarry Nomor 22 Talrun 1999 tentang Pemerirrtalran Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarrbahan Lenrbaran
lJegara Numor 3839);

5. Urrdang-undang l{smor 25 Tahun lg1/t: tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lenrbaran Negara
Tahurr 1999 Nomcrr 72, l"arnbahan Lcmbaran Ncgara Nomor 3848);

6. Pcraturan femerintah Nomor 32 Teitrun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri $ipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47,
T-'-t-rrh.,t-"*r T at -l*-rr'r..l \Terrrr.,r ilTnrn^tr 21.{O\.r C&rlrlrcllr(tll r.JLlr lrrcU (rll r t f.6{r.r(f r I t lrl\rl ,, L2/ ),

? D.1-^+,,-^-. D*^..:-rhl. \T^a^- 2n T^L,,- t(lon +^-+^-- tt^-^+,,-^-,. r vt(rlsrqlr I \,tlrLllllrdll r.rtJllrtJr Jv lollurt Lzov 1^,1114116 Itel<t&lrlolr
l)isiplin Pegawai Negeri tiipil (t,embaran Negara 'l'ahun l9E0 Nomor
50, Tambahan tembaran Negara Nomor 3176);
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L Peraturan Pemerintah Nnmor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lernbaran i.iegam Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran
lileg,ara Nomor 401a);

!r. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pcgawai l'icgcri Sipil {Lsrrbaran lliegara Tahun 2000 Nomor 195,
'l'ambahan l.embaran Negara Nomor a0l6);

!0. Peraturan Pe$:crintah Nomor 99 T'ahun 2000 tentang Kenaikan
,1- ' -'-.- n-. -'-'. ' i'iegeri Sipii il,erritrararr Negara Tahun 2000 Nonror
ffi'.t.ift:t1:": Jlo"r"n Negara Nomor 40 I T);

11. Pcrattrran Pemrrrirrtah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penrbahan Ata-s
Peiatuian Pemerintah l.I,lmor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Presiden Neimor 6'1 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok Fegawai l.legeri $ipil;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1l Tahun 2001
tentang Ketentuan Pelalsanaan Peraturan Pernerintah Nomor 99
Tahun 2000 tcntang Kcnaikan Pangkat Pcga*ai Ncgcri Sipil;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciardur;

15. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor l0 Tahun 2001 tenang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Oianjur;

16. Keputusaa Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Organisasi d*rr'Iatalcrja Badan Kcpcgawaian dan Diklat Kabupatcn
Cianiur.

MEMUTUSKAN :

Ir'{enetapkan : KEPLITLTSAN BIjPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
trIt'lE\VENANG BUPATI I{EPADA PARA FEJABAT PEMERINTAH
I )A h,RA H I )I I'I I )A N( ; AI]MIN ITi' I'RASI KEPI;GAWAIAN.

BAB I
KTTtrNTUA}I UMUM

Pasat I
Dalarn Keputwarr ird yarrg dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

c. Bupati adalah Bupati Cianiur selaku Pernbina Kepegawaian Dacrah;

d. Pejabat Pernerintah Daerah adalah pejabat Pemerintah Lta€rah
tsabupaten Cianjur;

e. Sekretariat Daerah adalah S'ekraariat Daerah Kabupaten Cianjur;

f. Sckrctaris Dacrah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupatcn Cianjur;

g. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan
Diklat Kabupaten Cianjur;

h. Kepala lladan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan
I*pcgawaian dan Dililat Kabupaten Cianjur;
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i. Dinas Pendidikan fun Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cianjur;

j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Fia,buparcn Cianjur;

k. PNS adahh Pega*ai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintatr Daerah
Kabupaten Cianjur;

l. CPIIS adalah Calon Pega'*ai Negeri Sipil di Lingkungan Penrerintah
Daerah Kabupaten Cianjur.

BAI} II
PE}.IDELEGASIA}.I SEBAGIAN WEVfENA}.IG BUPATI
KEPAPA P,A,RA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dengan Keprn$an ini, Bupati menclelegasikan sebagian wervenang Bupati
di bidang administrasi kepegawaian kcpada para pejabat Pernerintah
Daerah.

Pasal 3

Wewenang Bupati yang didelegasikan kepada para pejabat Pernerintah
Daerah sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 Kepunrcan ini, adalah
kepada:

a. Sekretaris Daerah :

1. Apabila Wakil Bupati berhalangan, melantik dan mengambil
sumpah/janji pejabat eselon IV, dan para Kepala Desa hasil
pemilihan;

Z. Penandataiiganan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PI.IS untuk
yang berpangkat Pernbina Tingkat I (IV/b) ke atas atau peiabat
yang mcnduduki csclon ILlb di lingkungan Pcmcrintah Dacrah;

3. Penandatans;uao Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat
CPNSTPNS unfuk yang berpang*at Penata Muda (IIl/a) sampai
dengan Penata T'ingkat I (lII,/d) di lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Pc*andatauBonan Pctikan Kcnaikan Pangkat PNS mcnjadi
Pembina t1tarna Muda (lv/c) sampai dengnn Pembina Utama
([tr',ie) di ling['ungan Pemerintah Daerah;

5. Penandatanganan Kcputusan Pengangkatan Kepala SLTPN dan
SLTAN (SMUN/SMKN) di linekungpn Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan;

6. Penand.etanganan $urat lzin Cuti PNS golongan IV yang
menduduki jabaran Kepaia DinasrBadanrtembaga/Kantor.;

7. Penandatail€Bnan Surat tz.in Cfrti tsesar unfuk melaksanakan
Ibadah llaji bagi $emua CPNS/PNS di lingkungan Perrerintah
Daerah.

b. Asisten Bidang Adminisuasi :

l. Penandatan€hlnan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala untuk
CPIJS/PNS lnng berpangkat Penata L{uda (III/a) sampai dengan
Pembina. (Iit-iai di iingirunga.n Sekretariar Daerah;

Z. Penandatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan Sekretariat
Daerah.



F'

:

'";
t

C. F,epala Badan Kepcgawaian dan Diklat :

l. Penandatanganan Keputusan Alih Tugps (tour of duty/area) bagi
PlrIS, tenaga honorerltenaga bantuan, ,iabatan non strukural, staf
dan tenaga kependidikan (guru) SLTPN dan SLTAN di linglungan
Pemerintah fJaerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris
Dacrah;

2. Penandatanganan Lisui hluiasi Kenaikan Pangkat PNS untuk
I'enata Tingkat I (III/d) sampai dengan Pernbina Utama (tv/e) di
lingkungan Femerintalt Daerah;

3. Penandatansilnan Petikan Keputusan Kcnaikan Pangkat PNS
menjarti Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan Penrbina Tinglfit I
/rr r ..L\-(rv/ur,

4. Penarrdatangarran Petiku Pengangkatau dalam Jabatan (strutrtural
dan fungsional) di lingkungan Pemerintah f)aerah;

5. Penanelatanganan Keprfiruan Pemberhentian Dengan Hormat
CPNS/PNS yang b€ryangkat Juru ivfuda (Iia) sampai dengan
Pengatur Tingkat I (II1d) di linglrungan Pemerintah Daerah;

6. Penandatanganail Keputusan Alih Status Kepegawaian dari
fungsional ke non strulfural atau dari struLtural dan non strutf,ural
ke lirngsional, setelah mendapat persetujuan Seketaris Daerah;

7. Penandatangana$ Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
yang berpanglat Pena[a Muda (IlI/a) sampai dengan Pembina
{lV,'a) di lingkungnn sendiri dan unit kerja/instansi yang
tidab''belurn masuk dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah;

(r D^-r^-/l^+-dda-a- n-+^- T)--:l^:^- D^r^|,^^-^^- xr^t,^-(r. r urrdrrwrcrr6crrciii iJaiiiii rUiiiidid.ii l-i;lari5A.Iliiiifl fUfCdaan (DP-3)
untuk f'l.fs lilang bertugas pada unit kerja/irutansi yang
tidalirbelum masuk dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Penandatanga.nan surat panggilan menghadap kepada CPNS/PNS
untuk pro$es pemerilaaan dalam rangka pemberian izin
perkawinan dan pcrccraian dari Bupati;

10. Penandatanganan penetapan perbaikan masa kerja PNS.

Para Kepala Dinas/Badanllembaga/Iknlor :

1. Penanda{anganan Kepnhrcan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
untuk yang berpanglar Penata lvfuda (IIIla) sampai dengan
Pembina (IVla) di lingkunean unit kerja masing-masing;

2. Penandatanganan Peretapan Angka Kredit PNS pemegang jabatan
fungsional dari pangkat lenata Muda Tinglnt I $II/b) sampai
dengan panglnt Pembina Tingkat I (IV/b);

3. Penandatanganan Keputusan Hukuman Disiplin Ringan (teguran
lisan, tcguran tertulis dan pcrnyataan tidak puas sccara tcrtulis)
kepada CPNs'lPNti di lingkungnn unit kerja masing-masing.

4. Penarulatanganan Surat Izin Cuti PNS di lingkungan unit kerja
masing-masing.

Wakil Kepala Dinas ;

1. Penandatanganan Kepuh:san Kenaikan Gaji Be.rkata CPNS/PNS
urrtuk yang berpangkat Pengatur l\,Iuda (IIla) sampai dengan
Pengatur'Iingkat f flI/d) dilingkungan unit kerja masing-masing;

d.

e.
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?, Penandatangfl$an Penetapan Angka }Sedit PNS pemegang jabatan
furrgsiorul dari parqftat Pengatur Muda $Ua) sampai dengan
parrgkat Penata hluda (III/a).

Fiepala Bagiarr Tata Usaha Dinas :

1. Penandatanganan }i"eputusan tlenaikan Gaji Be*ala CPNS/PNS
unluk yarrg bt4rangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Jutu
Tingkat I (I,'d);

2. Penandatanganan Penefapan Angka l(redit PNS pemegang jabatan
fungsional dari pangkat Juru Muda illa) sampai dengan Jtrru
Tingkar I (I/d)

3. Penandatatrganan satinan-salinan Keputusan, Surat surat Edaran
dan lain-lain di bidang adrninisuasi kepegawaian.

Seluetaris Badan/Kepala SUb Bagian Tata Llsaha Kantor:

1. lenandatangatratr Keputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
untuk yang be4rangkat Jruu Muda (I/a) sampai &ngan Pengahn
Tingkat t (ll"d);

2, Penandatanganan Feneapan Angka l{retlit PNS pemegang jabatan
fringsional dad pangkat Juru lt{uda (I/a) sampai dengan Penata
Muda {III/a)

3. Penarrdatanganan salinan-salinan Keputusan, Surat-srrrat edaran
dan lain-lain di bidang administrasi kepagawaian.

Sekretaris DFRD r

1. Penandatanganan Keputusan I'.,enaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
unhrk yarrg berpanglcat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penrbina
(Ma) di lingkungan Sekretariat DPRD;

2, Penandatanganan Surat Izin Curi PNS di lingkungan Sehetariar
DPRD.

Kepala Dirras Penditlikan dan Kelrudayaan :

1. Penandatanganan lieputusan Pengangketan dan Pemindahan
Ilepala f'aman lbnak-kanat fII,Q dan Kepala Sekokah Dasar
(SD);

2, Melantik dan L{enganrbil sunrpah Kepala Taman tsanak-kanak
(tlQ, Kepalr Sekolah Dasar (SD), I'-epala SLTP dan l.,epala SLTA
(Slvl tl,'Sh{tii;

3. Penandatanganan. Penetapan Angka Kredit bagi Guru sekolah
Dasar (SD), SLTF, SLTA (ShfU/SMg dari Guru Dewasa (IIVc)
sampai dengan Guru Pembina Tingkat I (wrb);

4. Penarrdatarlganan Penetapan Angka l/.reditbagi Pengawas Sekolah
h{uda llengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) sampai dengan
Peng;nvas Sekolah Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I
(lV.lr);

5, Perralrd;rtirrigarlan Perretapan .A.ngka Kcedit bagi Pamong Betajar
Pratanra dcngan pangkar Penata Muda (III/a) sampai dengan
Parnong Pelajar h{adya dengan pangkat Pembina (Ma).

It.
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j. Wakil Kepala Dinas Pendidi*an dan Kebudayaan :

l. Penandatanganan Penetapang Angka kedit bagi Gunt SD, SLTP
aan SI,fe (SMU/SMK) dafi Gunr Pra,tama dengan pangkat (IIla)
sampai dengan Guru Madya Tingf,at I ([I/b);

2. Penandannganan Penegpan tugtrn Kredit bagi Pengawas Sekolatt

Pratama dengan paagkat Penab Muda (lll/a) menjadi Pengawas

SekolahMuda dengan pangkat Penatra (III/c);

3. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit bagi Pa,rnong Bslaial
Pelaksana o*ttg"r, pa$gkat Pengatur Muda tingkat I (IIlb) sampai
dengan Fatnong Bclaiu Pclartsaru dcngan pariglat Pcngal'ur
Tingkat l(lI/d>.

k. Kepala Rumah$akit Umum UnitSwadana Daerah:

l. Penandatanganan Keputtrsan Kenaitan Gaii Berkala CPNS/PNS
untuk yang berpangkat Penata Mud.a (III/a) sarnpai derrgan
Pembina (VI/a) di lingkungan Rumah $akit Umun Unit Swadana
Daerah;

2. Penandatanganan Surat izin Cuti PNS di littgkungan Runnh Sakit
umum uilr swacana Daeran.

l. Sekretaris Rurnah Sakit Umum Unit Swadana Dacrah :

Penandatanganan Keputusan Kenailran Caji llerlala CPNS/PNS
untuk yang berpangkat Juru Muda (l/a) sampai dengnn Pengntur
Tingkat I (II/d) di tfuUlungan Rumah $akit Umum Unit Swadana
Da€ran.

m. Kepala Bagian Umusr Sektetariat Daerah :

Perrandatanganan Keputwan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
untuk yang berpanglat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pengatur
Tinglat I (IIld) di lingfiurigan Sckrctariar Dasah.

n. Camat:

1. Penandatanganan trieputusan Kenaikan Gaji Berkala CPNS/PNS
untuk yarng bcrpang3at Juru lvlud.d (I/a) uirmpai dcrryan Pcnata
Tingkat I tTII/d) atau sampai dengan Penrbina (IV/a) apabila
Camat yang bersangkutan golongannya sudafl IYZ";

Z. Penandatanganat Surat lzin Cui PN$ di lingkungan Kantor
Kecamatan;

3. Penandakrganan Keputusan Kenaitan Pangkat Anumerta
Sernentara ecpada CPNS/PNS yarig tewas (mcninggal dunia
dalam merdalankan tugas), apabila CPNS/PNS yang tswas
tcrscbrrt pcnduduk atau bcrilomisfi di Kccamatan yang
bersangfutan dan jauh dari ternpat tedudutao Bupati (selalu
Pembina Kepegawaian Daerah), yang &ernudian diprooes lebih
lanjut di dngtrat Kabuparen.

o. Kcparla SLTPN dan KepalqSLTAN (SMU/SMKN) :

Penandatanganan Keputusan Kenaihn Gaji Berkala untuk
CPNS/PNS tenaga kependidilan dan non kependidikan yang
krpangkat Juru Mrda (I/a) sampai dcngan Pcuata fingtlat I (Inld) di
lingkungan sckolah masing-masing.
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p. I,'lepala Bidang Fotmasi dan Mutasi Kepegawaian pada Badan
F',epegarvaian dan Diklat :

l. I'6nandatangansn tlsul }{utasi }ienaikan Pangkat PNS di
lirrgkurrgan Ferncrirrtah Daetah untuk Pengahn (tl/c) sampai
dengan Penata (III/c);

2. Penandatauganan Petikan tkputusan Kerraikan Panglcat PNS
nrenjadi Penata Murla (lllra) sampai dengan Penata (III/c).

rl. tiepala Sul. Bidarrg \'{ulasi }lepegarvaian Tenaga Fungsional dan
tiepnfu Sutr Sidang }{utasi tiepegawaian Tenaga Non Fungsional
pada Badarr liepegawaiarr d;rrt Dilclat:

1, Penandatanganan tlsul lvtutasi lienaikan Pangkat PNS di
lingkungan Penrcrintalr Daerah untuk yang berpangkat Jruu lr{uda
Tingkat t tl/b) sampai dengan Pengatur lvtuda Tingkar I (IIlb);

2, Pettandatang;urarr Petikan t'ie}u1u5a. Kenaikan Pangkat PNS
nrenjadi Juru Muda Tingkat t $/tl) sarnpai dengan Pengatur
Tirrgkat I tlti d).

r. Kepala Cabang Dinas Pendidikan tlan lftt,udayaan l(ecamatan pada
Dinas Pendidilian darr lkbutlayaan :

Penandatarrgarran pernindahan guru Tarnan Kanak kanak (TtQ dan
Sekolah Dasar Negeri (SDNi dalam wilayah kerja kecamatan yang
.bersangkutan rlengan memperhatitan komposisi keadaan grnu dan
jumlah murid rti tiap sekolah yangbersangkutan.

Pasal4

Unruk peqgendalian srhelum dan sesudah pelaksanaan pemindahan guru
Taman l.ianali-kanak (Tl darr Sekolah Dasar Neged (SDI.{) sebagaimana
terselrut daknr Pasal 3 lruruf r lieputu5an ini, Kepala Cabang Dinas
Pendidikan dan KEbudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan
Fiebudayaan rvajib urerntreritahukan serta melaporkan kepada Kepala
Dinas Pendidikan dan }iebudayaan.

Pasal 5

Pemindahan gwu Tanran lianak-kanak ('f$ dan Sekolah Dasar Negeri
(SDN) anku Kecarrratan dalarn wilayah kabupaien merupakan
kervenangan tlepala Dinas Pendidikau dan liebudayaan.

BAB TV

TiSTENTIJAN I,AIN DAN PENTITUP

Pasal 6

(1) Dengan t ertakurrya }ieputusan ini, rnaka Kqruhrsan Bupati Kabupaten
Cianiur Nomr"rr 58 'lahun 3001 rentang Pendelegasian Sebagian Tugas
dan Wcr.venang Bupati kepa,;la Para Pejabat Pernerintah Daerah di
bidang kepegarvaian dinyatakan dicabut dan tidalcberlaku lagi.

(t) Hathal lairi yang belunr diahu' dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, ekan diatu kemudian oleh lr.epala
Badan Kepegawaiarr dan Diklat.
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